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Transaksi secara elektronik dapat dilakukan atas dasar asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.  Selain itu, sebuah perjanjian dianggap terjadi seketika setelah ada kata sepakat dari para pihak sesuai asas konsensualisme seperti tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, dalam hal ini kesepakatan itu terjadi melalui media elektronik yaitu internet, walaupun isi perjanjian secara keseluruhan belum ditegaskan dan tidak dibuat tertulis secara nyata tetapi hanya tertulis melalui dunia maya yaitu melalui bantuan internet sesuai bentuk dan macam kontrak yang hendak dibuat sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. 

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti tersebut pada ketentuan Pasal 1320 BW juga harus diberlakukan pada transaksi secara elektronik ini.  Syarat sah perjanjian ini sebagai   berikut :

1. kesepakatan para pihak

2. kecakapan para pihak

3. suatu hal tertentu

4. suatu sebab yang halal

syarat sah perjanjian termaksud juga memberi dampak secara hukum terhadap transaksi secara elektronik, artinya apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang disepakati dalam transaksi secara eletronik ini memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Pada setiap transaksi tidak menutup kemungkinan terjadi persengketaan antara para pihak yang terkait dengan transaksi tersebut, Begitu pula pada transaksi perdagangan secara elektronik, antara pelaku usaha dengan konsumennya dapat saja terjadi sengketa.   Penyelesaian atas sengketa itu dapat diupayakan berdasarkan kesepakatan para pihaknya, biasanya upaya penyelesaian sengketa ini telah ditegaskan dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen pada awal mula terjadi transaksi,  dengan demikian  tidak akan menimbulkan perbedaan keinginan dalam hal tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi, karena telah disepakati terlebih dahulu.  Pada kenyataannya, banyak perjanjian pada suatu  transaksi termasuk transaksi secara elektronik yang tidak menyepakati upaya hukum apa yang akan diambil seandainya terjadi sengketa, hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan upaya-upaya yang akan diambil untuk menyelesaikan sengketa tersebut, terlebih lagi pada transaksi perdagangan secara elektronik, para pihak tidak berhadapan langsung dan dimungkinkan berada di lokasi yang berjauhan, tentu akan menambah tingkat kesulitan penyelesaian sengketa yang terjadi.

Pada setiap sengketa perdagangan yang terjadi termasuk sengketa pada transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media internet, dapat diselesaikan baik secara litigasi (melalui pengadilan) maupun secara non litigasi (diluar pengadilan).  Secara litigasi suatu sengketa dimungkinkan dapat diselesaikan secara mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003.  Apabila melalui cara mediasi tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, maka dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa melalui persidangan sebagaimana telah ditentukan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.  

Pada perkembangannya, penyelesaian sengketa perdagangan termasuk perdagangan secara elektronik (e-commerce) banyak dilakukan di luar pengadilan (non litigasi).  Pilihan tersebut dilakukan, karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinilai lebih efektif dan efisien dalam hal proses, waktu serta biaya serta dapat terjaga kerahasiannya.  Penyelesaian sengketa secara non litigasi dikenal dengan sebutan penyelesaian sengketa alternatif,  yang mana para pihak dapat memilih cara yang diinginkan dalam menyelesaikan sengketa ini.  Cara-cara untuk menyelesaikan sengketa secara alternatif  dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.  Di Indonesia penyelesaian sengketa alternatif seperti itu dapat dilakukan melalui suatu lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).  Cara-cara penyelesaian sengketa termaksud dilakukan berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah ditentukan pada  Pasal 6 Undang-Undang tersebut bahwa :

“(1)  Sengketa  atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para  pihak melalui  alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas ) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif  penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama (30) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatnganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.”

Salah satu cara penyelesaian sengketa yang banyak dilakukan pada sengketa perdagangan secara elektronik adalah melalui  arbitrase.  Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah  cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.  

Perjanjian arbitrase sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase  yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (pactum de compromittendo) atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).  Perjanjian tertulis ini maksudnya adalah segala tulisan yang dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil, dalam hal ini tidak hanya  dokumen yang ditulis atau dicetak diatas kertas saja, tetapi juga termasuk dokumen-dokumen yang dibuat dan atau dikirimkan secara elektronik, termasuk perjanjian yang disepakati oleh para pihak pada transaksi secara elektronik, melalui media internet, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 3 huruf m Peraturan Prosedur BANI.  

Penyelesaian sengketa pada perdagangan secara elektronik (e-commerce) melalui arbitrase on line dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang APS yang menyatakan bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Perjanjian atau klausula mengenai cara penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik ini dikenal dengan data message memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis biasa, sebagaimana telah diakui dalam Pasal 5 Uncitral Model Law yang menyatakan bahwa sebuah informasi, efek, validitas atau keberdayaan hukumnya tidak dapat ditolak semata-mata atas dasar karena dibuat dalam bentuk data message.  Dengan demikian berdasarkan Uncitral Model Law, maka data message dapat diakui keabsahannya sebagai sebuah kesepakatan atau perjanjian termasuk pada perjanjian perdagangan yang dilakukan secara elektronik yang disertai klausula mengenai penyelesaian sengketanya.  Di samping itu, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau data elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Para pihak dalam suatu transaksi perdagangan secara elektronik memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 18 angka (4) Undang-Undang ITE.  Demikian telah jelas bahwa penyelesaian sengketa secara alternatif dalam hal ini melalui arbitrase on line dapat dilakukan tidak hanya untuk transaksi perdagangan secara konvensional saja tetapi juga sengketa yang terjadi atas suatu transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce).  
Apabila terjadi sengketa pada suatu transaksi perdagangan secara elektronik, maka penyelesaian sengketanya dapat dilakukan pula melalui arbitrase on line dan apabila dalam transaksi perdagangan tersebut mengandung unsur asing, maka dianggap sebagai arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam UNCITRAl Model Law.  Suatu arbitrase dianggap bersifat internasional apabila terdapat keadaan-keadaaan berikut ini :15
1. Apabila para pihak membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian perdagangannya, mempunyai tempat usaha (places of business) di beberapa negara yang berbeda.

2. Apabila tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase terletak diluar negara tempat usaha para pihak.

3. Apabila kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilakukan di tempat objek sengketa yang paling erat hubungannya, yang mana terletak di luar negara tempat usaha para pihak.

Dengan demikian UNCITRAL model Law merupakan salah satu dasar hukum dalam melakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi khususnya melalui arbitrase on line, dalam hal ini terutama untuk sengketa yang bersifat internasional.


Salah satu syarat mutlak dilakukannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase termasuk arbitrase on line adalah perjanjian arbitrase, yang mana tidak terlepas dari adanya tandatangan para pihak sebagai bukti adanya kesepakatan bahwa sengketa yang akan terjadi atau yang telah  terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase baik secara konvensional maupun ataupun arbitrase on line.  Istilah tanda tangan dalam perjanjian arbitrase terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang APS yang menyatakan bahwa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditanda tangani oleh para pihak. Konsep mengenai tanda tangan mengalami penafsiran yang berkembang dengan pesat, hal ini seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang menyertainya, baik dalam hal medianya maupun alat yang digunakan. Satu hal yang tidak berubah dari tanda tangan adalah fungsinya yaitu untuk membedakan akta tersebut dengan akta-akta lainnya dengan cara mengindividualisir dan memberi ciri penjelas. 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang APS di atas  tentang adanya dokumen dan tanda tangan dari para pihak,   tidak diberi penjelasan apakah harus berupa berkas-berkas yang terbuat dari kertas atau pun meliputi dokumen dalam media yang lain, sehingga dokumen disini  dapat berupa file-file informasi elektronik. Selain hal tersebut istilah dokumen yang ditanda tangani pada Pasal 4 ayat (2) tersebut tidak mensyaratkan keharusan bahwa perjanjian tertulis termaksud dibuat di atas kertas dan tanda tangan  dengan tinta di atas kertas. Hal ini berarti untuk perjanjian tertulis dalam arbitrase nasional dapat berupa informasi dan atau dokumen elektronik.

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan mengenai tanda tangan  yakni :  
1.  Dipersamakan dengan tanda tangan yaitu cap ibu jari (cap jempol) yang dikuatkan oleh seorang notaris atau pejabat lain yang berwenang  dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan mengenal orang yang membubuhkan cap jempol dan isi akta tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya (waarmerking)

2.  Dipersamakan juga faksimili dari tanda tangan  apabila dibubuhkan oleh yang berwenang. 
Berdasarkan hal tersebut, fungsi tanda tangan untuk mengotentifikasikan penandatangan dengan dokumen yang ditandatanganinya. Dengan demikian pada saat penandatangan membubuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (attribute) dengan penandatangan.  Melihat hubungan antara fungsi tanda tangan secara konvensional dan tanda tangan digital untuk menilai sebuah keabsahan, secara substansialis, lebih menekankan kepada fungsi, manfaat dan dimensi filosofis, dapat terlihat bahwa tanda tangan konvensional telah terwakilkan dalam figur tanda tangan digital. Dengan kata lain dalam transaksi online keabsahan tanda tangan digital harus diterima keabsahannya sebagai sebuah tanda tangan. Alasan yang dapat menguatkan sebagai berikut :
1. tanda tangan elektronik merupakan tanda-tanda yang bisa dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberi kuasa oleh yang berkehendak untuk diikat secara hukum;
2. sebuah tanda tangan digital dapat dimasukkan dengan menggunakan peralatan mekanik, sebagimana tanda tangan tradisional;
3. Keamanan tanda tangan digital sama dengan keamanan tanda tangan tradisional;
4. Niat pada saat pembuatan tanda tangan juga terpenuhi/ sama;
5. sebagaimana tanda tangan biasa, tanda tangan elektronikpun dapat diletakkan di bagian mana saja pada sebuah dokumen dan tidak harus berada di bagian bawah dokumen kecuali hal tersebut disyaratkan dalam mekanisme legislasi. 
Pandangan mengenai keabsahan tanda tangan digital sebagai sebuah tanda tangan dalam sebuah kontrak online dapat dilihat melalui fungsi dan hakekat tanda tangan digital tersebut. Hal ini berkaitan dengan transaksi online yang paperless dan tidak mempertemukan para pihak secara langsung, sehingga untuk memahaminya pun tidak tekstual, melainkan kontekstual sesuai dengan perkembangan dunia teknologi dalam menunjang kebutuhan manusia akan sebuah transaksi dagang.
Pada suatu transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce) dimungkinkan melibatkan para pihak yang berbeda kewarganegaraannya, sehingga akan melibatkan lebih dari satu sistem hukum dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul termasuk melalui arbitrase on line. Pada hukum internasional konstruksi keabsahan dan prosedur dari sebuah perjanjian arbitrase diatur oleh beberapa aturan hukum, yakni : 
1.  Perjanjian Arbitrase On line menurut Konvensi New York
     Menurut konvensi New York ada tiga hal yang menjadi persyaratan  keabsahan sebuah perjanjian arbitrase seperti diatur dalam article II (2) yaitu tertulis, di tanda tangani dan asli, sebagai berikut :
“The term agreement in writing shall include an arbitral clause in a contract or arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letter or telegrams”.

Berdasarkan hal tersebut, istilah tertulis diartikan bahwa maksud dari tulisan termaksud dapat dibaca dan dimengerti oleh para pihak serta dibuat dalam media tertentu. Maka sinyal-sinyal elektronik yang membentuk  suatu huruf, angka yang mempunyai arti dan maksud tertentu yang dapat dipahami oleh para pihak dapat dikatakan sebagai bentuk tertulis.

2.  Perjanjian Arbitrase On line menurut UNCITRAL Model Law
Pendekatan yang diambil dalam model law ini adalah bahwa suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, hanya karena informasi itu berbentuk data message. Pendekatan ini menganut pemikiran sosiologis jurisprudence yang menggunakan pendekatan pada kebutuhan dan realita praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat tentang interpretasi tertulis dari aturan teks perundang-undangan yang disamakan dengan data message dalam internet. Interpretasi ini akan menimbulkan suatu kepastian dikemudian hari apabila terdapat suatu bentuk/format data messages dalam bentuk yang baru. Pendekatan ini juga akan menyebabkan suatu kontrak/perjanjian yang dibuat dengan digital signature mempunyai kekuatan hukum. Sementara itu, apabila dalam suatu perundang-undangan terdapat persyaratan bahwa harus dalam bentuk tertulis, maka persyaratan ini dapat dicapai, selama informasi/data tersebut dapat dilihat/diakses.
Suatu data messages dapat ditandatangani secara elektronis. Hal ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCITRAL model law on E-Commerce adalah sebagai berikut :
1. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum. (Information shall not be denied legal effect,validity or enforce ability solely on the grounds that it is in the form of a data message).
2. Dalam hal hukum mengharuskan adanya suatu informasi harus dalam bentuk tertulis dikatakan di dalam article 6 UNCITRAL Model Law. 
3. Suatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah.
4. Dalam hal kekuatan pembuktian dari data yang bersangkutan, maka data message memiliki kekuatan pembuktian.
5. Suatu penawaran dan penerimaan tawaran tersebut (offer and acceptance) dapat dinyatakan dalam bentuk data message, dan jika data tersebut digunakan sebagai format dari kontrak, maka kontrak tersebut tidak dapat ditolak keabsahan dan kekuatan hukumnya dalam mana  data tersebut digunakan, dalam hal pihak-pihak yang melakukan offer and acceptance dikatakan sebagai originator, yaitu sebagai pihak yang melakukan suatu pengiriman data dan pihak yang menerima data dikatakan sebagai addresse.
Pelaksanaan arbitrase on line di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (Undang-Undang APS). Namun demikian, belum ada aturan pelaksanaan yang mengatur proses arbitrase on line tersebut. Apabila pengaturan pelaksanaan arbitrase on line diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sendiri, dikhawatirkan tidak ada standar yang baku tentang pelaksanaan arbitrase on line yang efektif dan efisien.  Selain tidak adanya aturan pelaksanaan mengenai arbitrase on line, hambatan terbesar pelaksanaan arbitrase on line di Indonesia menyangkut sarana dan prasarana arbitrase on line termaksud. Hambatan pelaksanaan arbitrase on line di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Belum ada arbiter atau lembaga arbitrase di Indonesia yang secara tegas menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui arbitrase on line. Hal ini disebabkan kecenderungan berfikir, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase on line adalah sengketa dalam perdagangan elektronik atau e-commerce saja dan di Indonesia jenis perdagangan ini belum populer, sehingga jarang ditemui kasusnya. 

2. Akses Internet yang tidak merata. Berdasarkan data, penyebaran pengguna Internet hanya terjadi di kota besar di Indonesia, sehingga akses untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase on line terbatas pada penduduk yang tinggal di kota besar saja.

3. Ketergantungan terhadap vendor software asing, hal ini terlihat dari data yang menyatakan 89% pengguna komputer Indonesia menggunakan software asing berlisensi komersil 

4. Masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan apalagi melalui mekanisme on line. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran pelaksanaan putusan dalam proses litigasi lebih mudah dilakukan, karena dapat menggunakan upaya paksa. Sesungguhnya pemikiran ini tidak sepenuhnya tepat. Suatu putusan arbitrase, eksekusinya dapat dilakukan dengan upaya paksa, selama putusan arbiter telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Ada beberapa lembaga arbitrase yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan secara elektronik (e-commerce) baik melalui arbitrase secara konvensional maupun arbitrase on line, antara lain International Chamber of Commerce (ICC), Committee Maritime International (CMI), International Centre for The Settlement of Investment Dispute (ICSID) dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC), American Arbitration Association dan Ad Hoc Arbitration.    Di Indonesia terdapat sebuah lembaga penyelesaian sengketa alternatif yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia  (BANI), dalam hal ini BANI  telah melakukan arbitrase dengan memanfaatkan e-mail, dan proses persidangan telah sering dilakukan dengan memanfaatkan e-mail tersebut. Namun demikian, pemanfaatan website untuk penyelenggaraan arbitrase belum dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Prosedur BANI, apabila para pihak pada suatu perjanjian atau transaksi perdagangan  secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis  yang bersangkutan ke arbitrase  di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau menggunakan Peraturan prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI.  Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BANI haruslah dilandasi itikad baik oleh para pihak.   Dengan demikian pengadilan negeri menjadi tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase tersebut.

BANI memiliki kewenangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa  bisnis  (business contract), baik dalam hal memberikan putusan atas sengketanya maupun hanya sekedar memberikan pendapat yang mengikat (binding advice) jika diminta oleh para pihak dalam suatu  transaksi perdagangan.  Sengketa elektronik yang dapat diselesaikan oleh BANI tidak terkecuali adalah sengketa perdagangan secara elektronik (e-commerce) atau dengan kata lain menggunakan media internet dimana para pihak berada ditempat masing-masing yang berbeda dan tidak saling bertatap muka.  Kondisi seperti ini tidak menghalangi penyelesaian sengketa melalui BANI, asalkan semua persyaratan yang ditentukan dalam  Undang-Undang APS juncto Peraturan Prosedur BANI terpenuhi antara lain klausula dalam kontrak atau kesepakatan para pihak setelah terjadi sengketa yang menyatakan bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui BANI berdasarkan prosedur yang berlaku, maka sengketa termaksud tetap dapat diselesaikan melalui BANI.  

Perjanjian tertulis yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 3 huruf m Peraturan Prosedur BANI, adalah semua tulisan yang dibuat dalam huruf besar dan kecil , dalam hal ini tidak hanya dokumen-dokumen yang ditulis atau dicetak diatas kertas saja namun juga dokumen-dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat serta disampaikan secara elektronis, sehingga sengketa bisnis secara elektronik pun dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa  secara alternatif seperti melaui arbitrase, walaupun para pihak dalam transaksi elektronik  tidak berhadapan secara langsung dan mungkin berada di tempat yang saling berjauhan.

Pada saat munculnya permintaan penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dari para pihaknya, maka BANI akan membentuk suatu majelis yang dikenal dengan istilah Majelis Arbitrase BANI yang terdiri dari  satu atau tiga atau bahkan lebih dari tiga orang arbiter, yang mana arbiter itu ditetapkan baik dari dalam BANI sendiri maupun dari luar BANI sesuai keinginan para pihak dan sesuai pula dengan Peraturan Prosedur BANI.  Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Prosedur BANI, majelis Arbitrase BANI yang terbentuk akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI, dengan demikian Majelis Arbitrase BANI dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa termaksud.  Pada prakteknya sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Prosedur BANI, maka Majelis Arbitrase BANI berhak meyatakan keberatan atas pernyataan bahwa majelis tersebut tidak berwenang (kompetensi mutlak), termasuk  kewenangannya mengenai keabsahan perjanjian arbitrase dalam penyelesaian sengketa itu.

15Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum dagang Internasional, Bandung, 2003, Hlm. 91.





